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Abstrak

Penulisan Skripsi inir dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis 'pelaksanaan fungsi, humas pemerintah
Daerah Ketapang dalam menginfoermasikan peraturan daerah tentang pajak “air tanah kepada wajib pajak
khususnya pemilik hotel, memfokuskan pada permasalahan fungsi bagian humas'Pemerintah Daerah Kabupaten
Ketapang khususnya dalam menginformasikan kebijakan Peraturan Daerah tentang pgjak air tanah“bagi wajib
pajak perhotelan. Hasil_dari penelitian ini adalah bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sudah
melaksanakan fungsinya dengan baik, hanya sgja tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
daerah yang masifrrendah khususnya kebijakan tentang pajak air tanah, hal tersebut juga dikarenakan sosialisas
yang diberikan bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang masih kurang efektif;

Kata-kata Kunci:"Humas, Pemerintah dan Pajak Air Tanah

THE PUBLIC RELATIONS FUNCTION OF KETAPANG LOCAL GOVERNMENT
ININFORMING POLICY TOWARDS REGIONAL REGULATION ABOUT WATER
AND LAND TAX IN[KETAPANG COUNTY

ABSTRACT

This thesls is aimed to know and analyze public relations function-implementation of Local Government
Ketapang County in informing regional regulation about water and land tax to taxpayers particularly to hotel
owners by focusing to public relations section function, local_government of Ketapang County issues in
informing regional regulation water and land tax to taxpayers especialy hotel owners. The result of this research
is public relations section, Local Government of Ketapang County has done their function well. But awarness of
societies still minus towards local_government policy particularly poliey about water and land tax. That issue
also due to ineffectivenes of socialization given by public 'relations 'section of* local government of Ketapang
County.

Keywords: Publik Relations, Government, Water and Land Tax
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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penedlitian

Hubungan masyarakat (Humas)
merupakan salah satu aspek mangemen
yang diperlukan oleh setigp organisas
baik organisasi swasta atau organisasi
pemerintah (pusat dan daerah). Hubungan
Masyarakat (Humas) juga diperlukan
mulai dari yayasan;” perguruan ;tinggi,
dinas militer .sampa dengan lembaga-
lembaga pemerintah..bahkan pesantren.
Kehadiran humas, "dibutuhkan karena
humas merupakan salah satu elemen yang
menentukan “'kelangsungan hidup " suatu
organisas. gArti penting humas saat ini
kian terasa pada era globalisasi, hal ini
dikarenakan humas sebagai sumber
informasi yang  terpercaya  bagi
masyarakat.

Segjalan dengan lgjunya pertumbuhan
ekonomii, yang semakin pesat, dan era
informasi imulai menerpa segala. aspek
kehidupan di. negara kita, dimana sektor
industri  dan “dunia usaha 'di [bidang
komunikasi semakin berkembang dengan
cepat. Kegiatan perekonomian jugastelah
masuk dalam jaringan - jaringan
infformasi yang sangat rumit, sehingga
informasi merupakan obyek ekonomi atau
komoditas yang bernilai tinggi.

Mengingat pentingnya peranan

komunikasi demi pembangunan dalam
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skala global, dan telah dirasakan pula oleh
para pembuat keputusan di seluruh jgaran
instansi, maka dirasakan perlu adanya
pengembangan sumber daya manusia
yang memiliki kemampuan profesiona di
bidang komunikasi, khususnya di bidang
kehumasan.

Hubungan masyarakat atau yang
sering disingkat Humas merupakan salah
satu aktivitas pokok..dalam administrasi.
Istilah” asing dari hubungan masyarakat
adalah. public /relations dan« kemudian
diterjemahkan menj adi
masyarakat. Sebagai salah satu kegiatan

hubungan

administrasi, humas bukanlah satu-
satunya faktor terpenting dalam usaha
pencapaian tujuan organisasi. Namun,
apabila dalam usaha pencapaian tujuan
organisas tanpa disertai dengan kegiatan
kehumasan, maka keberhasilan dalam
pencapaian tujuan organisasi akankurang
optimal.

Dewasa ini kegiatan Kehumasan
daam organisas publik (Pemerintah)

lebih | terfokus pada® mangemen
kehumasan (public relations
management). Artinya, kegiatan

kehumasan harus dilakukan secara
terencana, Sistematis, dan berdasarkan
konsep — konsep mangemen modern.
Kesadaran ini tumbuh, karena selama ini
praktek — praktek humas dalam organisasi
pemerintah dan swasta cenderung kurang
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mendasarkan diri pada profesionalitas
sehingga kegiatannya dilakukan terbatas,
bahkan sangat jauh dari aktivitas pokok
kehumasan.

Apaagi saat ini pelayanan publik
oleh organisass pemerintahan disetiap
daerah dituntut perbaikan kualitasnya,
sehingga masyarakat ~ umum_.~~dan
perusahaan terkait dapat dilayani secara
optimal akan kebutuhan informasi tentang
setiap aktivitasqpemerintah.'Hal lain yang
tidak kalah"penting iadalah daerah dapat
mel aksanakan fungsi*fungsi pembangunan
serta mengembangkan prakarsa
masyarakat secara demokratis,
sehinggasasaran pembangunan diarahkan
dan disesuaikan dengan kondisi dan
permasal ahan yang ada di daerah.

Sebaga sdah satu  instansi
pemerintah yang bertanggung jawab
dalam '‘bidang kehumasan adalah Humas
Pemerintah Daerah Kabupaten
K etapang.Secara struktural, humas Pemda
Kabupaten Ketapang bertanggung jawab
daam menjalankan tugas pokok “dan
fungs kehumasan dalam menjaga
hubungan internal  maupun “eksternal
kepada masyarakat luas. Kegiatan
kehumasan ini sangat vital kedudukannya,
dikarenakan humas berinteraksi langsung
dengan berbagai stakeholder atau pelaku
dan penyelenggara roda pemerintahan

khususnya di Kabupaten Ketapang.
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Kegiatan Humas Pemerintahan bukan
hanya menyampaikan informasi tentang
roda pemerintahan tetapi juga berkaitan
dengan pembangunan daerah
yangdiharapkan dapat  meningkatkan
perekonomian daerah itu sendiri. Salah
satu kegiatan yang berkaitan dengan
eksternal publik adalah menyampaikan
informasi  mengenal  kebijakan publik
seperti. peraturan daerah, program kerja
serta “kebijakan untuk masyarakat luas
(pajak daerah).

Pgjak daerah merupakan saah satu
komponen dalam Pendapatan Asli Daerah
(PAD) vyaitu paak yang dipungut oleh
pemerintah daerah dan digunakan untuk
membiayai  keperluan dagrah.  Pgjak
daerah merupakan kontribusi  wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung.
Salah.satu pajak daerah adalah pajak ar
tanah.

Pajak /Air Tanah merupakan pajak
yang cukup prospektif di  masa
mendatang.” Dari  waktu ke waktu
pemanfaatan air tanah terus meningkat.
Selain untuk keperluan rumah tangga
masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan
oleh perusahaan untuk keperluan industri.
Tumbuh pesatnya industri-industri dan
perusahaan diikuti dengan meningkatnya
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kebutuhan akan penggunaan air tanah
sebagal sumber air bersh  untuk
operasiona usaha.

Berdasarkan Undang-Undang No.18
Tahun 1997, Pgjak Air Tanah yang dahulu
disebut  pajak
pemanfaatan air bawah tanah dan
permukaan adalah
objek pajak Kabupaten/K ota:

UU penggantinya yaittt UU No. 34 Tahun

pengambilan dan

2000, menempatkan pajak jenisini

Menjadi obyek pajak« Provinsi. .Dalam
kegiatan operasional pelaksanaan UU" No.
34 Tahun 2000;.dilaksanakan pada tahun
2003. Selama“kurang lebih lima"tahun
pel aksanaan Pajak Air Tanah

diubah kembali  dengan dikeluarkannya

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.
Di Kabupaten K etapang,

penergpan Pgjak Air Tanah

sebagal pajak daerah yang kemudian

masuk dalam bagian PAD dilakukan pada
tahun 2011 sebagaimana yang -di —atur
dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun
2011 tentang pajak air tanah.

Pajak Air Tanah ialah salah satu
Pendapatan  Adli Daerah™=(PAD)
Kabupaten Ketapang diharapkan mampu
mem-berikan kontribusi terhadap
pendapatan daerah. Namun, penerimaan
Pgak Air Tanah di Kabupaten Ketapang
masih jauh dari yang diharapkan dan

belum memberikan kontribusi  yang
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maksimal terhadap penerimaan daerah.
Objek pajak air tanah adalah pengambilan
dan/atau = pemanfaatan  air  tanah.
Selanjutnya Kepala Dinas Pendapatan
Daerah (Dispenda) Kabupaten Ketapang
Agus Hendri mengatakan bahwa *sektor
PAD tahun 2014 belum merata. Ada yang
melonjak tinggi dan ada juga tidak
mencapai target. Bahkan ada yang 0%
seperti dari sektor Pajak Air Tanah”.
Melalui Agus Hendri menghimbau kepada
masyarakat agar dapat meningkatkan
kesadaran membayar pajak”. Demikian
juga dengan SKPD Kabupaten Ketapang
yang telah
lebih pro aktif untuk menghimpun PAD

diberikan amanah harus

demi mencapa target yang telah
ditentukan”,  lanjut  Agus  Hendri.
(Sumber: http://Optimis,%20PAD%20K eta
pang%20Tahun%202014%20Capai %20T
arget.html)

Potensi pgjak air tanah di Kabupaten
Ketapang cukup tinggi. Berdasarkan data
realisasi = paak daerah ' Kabupaten
Ketapang tahun 2015 dapat diketahui
bahwa pada tahun 2014, pencapaian pajak
dariair-tanah di Kabupaten Ketapang
masih kurang optimal karena hanya 54,07
persen atau hanya 0,11 persen sga
sumbangan atau kontribusinya pada
Pendapatan Adi  Daerah  (PAD).
Pendapatan tersebut berasal dari wajib
pgak dari semua jenis dimana
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berdasarkan data Dispenda Ketapang
sebanyak mencapai 486 wajib paak
(sumber : Dispenda Kabupaten Ketapang,
2015).

Menurunnya wajib pajak air tanah
membayar paak tidak terlepas dari
strategi  atau upaya dari Pemerintah
Kabupaten Ketapang dalam _.-men-
sosidisasikan dan melakukan penegakan
hukum.Tugas-tugas tersebut salah satunya
merupakan tugas dari bagian Hubungan
Masyarakat™ pada [Pemda Kabupaten
Ketapang.

Berdasarkan  Peraturan  Daerah
(Perda) Bupati Kabupaten Ketapang
Noemor 13 Tahun 2011 tentang Pgjak: Air
Tanah, dimana yang dimaksud air tanah
adalah air yang berada di perut bumi,
termasuk mata air yang muncul secara
alamiah di atas permukaan tanah. Jadi
pemanfaatan air tanah oleh perorangan
atau kelompok tertentu adalah
pengambilan dengan pengeboran. air .di
perut bumi pada suatu area tertentu. Lebih
lanjut, bahwas, pengelolaan "air! tamah
dimaksud dalam peraturan tersebut adalah
pengeloaan dalam arti luas mencakup
segada usaha inventarisasi, pengaturan,
pemanfaatan,  perizinan,  pembinaan,
pengendalian dan pengawasan serta
konservasi air tanah. Untuk itu bagi pihak-
pihak yang memanfaatkan air tanah harus
mengaj ukan

perizinan sehingga
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mendapatkan hak guna. Hak guna air
tanah adalah hak untuk memperoleh dan
mengunakan air bawah tanah untuk
keperluan tertentu. Untuk mendapatkan
hak guna, maka dalam peraturan tersebut
sudah diatur secara lengkap dalam
penjelasannya.

Walaupun memiliki kontribusi yang
relatif  kecitw, terhadap PAD, namun
pemungutan Pagjaks._ Air Tanah yang
dilakukan = oleh Dispenda Kabupaten
Ketapang tetap’ harus dilakukan secara
optimal. Untuk memperbesar kontribusi
Pajak Air Tanah terhadap PAD, Dispenda
Kabupaten Ketapang perlu-meningkatkan
target  penerimaan  pgak  daerah.
Peningkatan target penerimaan paak
daerah perlu diiringi dengan usaha
intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Air
Tanah yaitu melalui fungs Humas Pemda
Kabupaten Ketapang dalam
menginformasikan kebijakan PaakAir
Tanah..

Usaha vyang dilakikan oleh
Dispenda Kabupaten Ketapang dapat
berupa usaha perbaikan pelaksanaan
proses=penagihan pajak yang dilakukan
secara rutin dan juga memperketat proses
penentuan  besarnya  pgak  yang
dibebankan kepada wajib pajak. Usaha
usaha  tersebut

meningkatkan penerimaan pajak daerah,

diharapkan  dapat

kKhususnya air tanah. Selain itu, usaha
5
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ekstensifikass  juga dilakukan  oleh
Dispenda Kabupaten K etapang. Kemudian
usaha lain dilakukan dengan cara
melakukan pengawasan untuk menjaring
wajib paak baru. Peningkatan jumlah
wajib paak diharapkan dapat diiringi
dengan peningkatan penerimaan pajak
daerah.

Usaha daam menginformasikan
Pgak Air Tanah tentunya tidak terlepas
dari berbagai hambatan dalam
penyelenggaraannya...Hambatan tersebut
dapat terjadi pada. Dispenda Kabupaten
Ketapang dan“Humas Pemda Kabupaten
Ketapang sebagai instansi yang memiliki
kewenangan sesuai tugas dan fungsinya
maupun -pada kalangan wajib paak
sebagai pithak yang memiliki hak dan
kewgjiban dalam pembayaran Paak Alr
Tanah serta menginformasikan tentang
adanyakebijakan Pgjak Air Tanah.

Ketidaksadaran pihak swasta dan
masyarakat dalam membayar pajak-air
tanah tentu’, tidak terlepas dari peran
pemerintah daérah itu sendiri. Sosialisas
dan komunikasi ‘yang belum maksimal
memungkinkan masyarakat belum
mengetahui adanya peraturan daerah
tentang pajak air tanah. Sekretariat Daerah
daam hal ini bagian Humas dan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan,
dan Aset Daerah belum melaksanakan

tugas dan fungsinya secara maksimal
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sehingga kesadaran masyarakat masih
kurang untuk membayar pajak air tanah.
Karena masalah pgjak air tanah ini masih
belum teredisass dan terkomunikasi
kepada masyarakat, peneliti tertarik untuk
melaksanakan penelitian apa yang
menjadi permasalahan tersebut dengan
menitik beratkan pada fungss Humas
Pemerintah 'Daerah Kabupaten Ketapang
daam. menginformasikan Kebijakan
Peraturan Dagerah tentang®Pgjak Air Tanah
di Kecamatan /Delta Pawan K abupaten
Ketapang.

2. FokusPenelitian

Berdasarkan latar belakang
penelitian dan fenomena permasalahan
yang telah dipaparkan di atas, maka fokus
penelitian ini  yaitu, Fungss Humas
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang
khususnya dalam  menginformasikan
kebijakan Peraturan Daerah tentang pajak
air-tanah bagi wajib pgak perhotelan di
Kecamatan Delta Pawan; Kabupaten
K etapang.

3—=Rumtsan M asalah
Rumusan masalah pada penelitian
ini adalah bagaimana fungss Humas
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang
dadam  menginformasikan  kebijakan
Peraturan Daerah Tentang Pgak Air
Tanah kepada wajib pajak pemilik hotel di
6
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Kecamatan Delta Pawan  Kabupaten

Ketapang?

4.  Tujuan Pendlitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui dan menganalisis
pelaksanaan Fungsi Humas Pemerintah
Daerah Kabupaten Ketapang .dalam
menginformasikan  Peraturan  Daerah
Tentang Pgjak Air JFanah Kepada wagjib
pgak Kkhususnya pemilik hetel di
Kecamatan®™ Delta .Pawan Kabupaten
Ketapang.

5. Manfaat Pendlitian
1) Secara Teoritis
Hasil” penelitian ini dilakukan
dengan harapan dapat memberikan
kontribusi ilmiah, ilmu
pengetahuan, ilmu sosia dan ilmu
pemerintahan  khususnya yang
berkenaan dengan fungsi humas
dalam menginformasikan
kebijakan peraturan daerah tentang
paak air tanah kepada [industri
hotel di Kabupaten K etapang.
2) Manfaat Praktis
Penelitian ini  dapat menjadi
sumbangan pemikiran  serta
masukan bagi Humas Sekretariat
Daerah Kabupaten Ketapang,
sebagal salah satu masukan guna

dalam menginformasikan

MUHAMMAD DANI RIDWAN, NIM. E42012103

http://jurmafis.untan.ac.id

kebijakan peraturan daerah dengan
baik secara efektif dan efisien di
Kabupaten Ketapang. Penelitian
ini juga diharapkan dapat berguna
untuk menambah wawasan dan
pengetahuan serta kemampuan
berfikir guna menerapkan teori-
teori yang diperoleh selama masa

perkuliahan.

A. KAJIAN TEORI DAN
METODOLOGI

1. Fungs Humas Pemerintah Daerah
Menurut Cultip-Center dalam
Morissan (2010:108) teori Fungs
Humas sebagai berikut:

1. Menentukan masalah

Seorang praktisi PR harus mengenal
ggda dan penyebab permasalahan.
Oleh sebab itu, praktis PR perlu
melibatkan dirinya dalam penelitian
dalam pengumpulan fakta. la perlu
memantar dan membaca tentang
pengertian, opini,.sikap, dan perilaku
orang-orang yang berkepentingan
dan terpengaruhi oleh tindakan
perusahaan. “What’s  happening
now?” merupakan Kkata-kata yang
menjelaskan tahap ini. Seorang
praktisi PR harus jeli dalam melihat
data dan fakta yang erat sangkut

7
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pautnya dengan pekerjaan yang akan
digarap. Segala keterangan harus
diperoleh  selengkap  mungkin.
Dalam tahap mendefinisikan
penilitian, seorang praktisi PR harus
mengolah data faktual yang telah
ada, mengadakan perbandingan,
melakukan  pertimbangan, ..~*dan
menghasilkan penilaian, sehingga
dapat diperoleh” kesmpulan dan
ketelitian.dari data faktual yang telah
didapat. Proses PR tidak sesederhana
pengumpul an data dan fakta, namun
juga harus mengedepankan
pengolahan, penelitian,
pengklasifikasian, dan penyusunan
data. Sedemikian rupa sehingga
memudahkan pemecahan masaah
nantinya. Penelitian dalam pencarian
data ini dapat dilakukan dengan
cara-caraz survei dan poling,
wawancara, focus group discussion,
wawancara mendalam, dan walking
aroundresearch.

. Perencanaan  dan: penyustnan
program

Praktiss PR melanjutkan™ke=tahap
perencanaan. Daam tahap ini,
praktiss PR melakukan penyusunan
masalah. la melakukan pemikiran
untuk mengatass masalah dan
menentukan orang-orang yang akan

menggarap  masalah  nantinya.
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Perencanaan  ini  tidak  boleh
diabaikan, namun harus dipikirkan
secara matang karena  turut
menentukan suksesnya pekerjaan PR
secara  keseluruhan. Perencanaan
disusun atas data dan fakta yang
telah diperoleh, bukan berdasarkan
keinginan PR. Berdasarkan pada
rumusan., masalah, dibuat strategi
perencanaan “w=.dan  pengambilan
keputusan, untuk membuat program
kerja berdasarkan kebijakan lembaga
yang juga disesuaikan ‘dengan
kepentingan publiks Kata kunci deri
tahap ini adalah, “What should we
do and why?”

. Médakukan tindakan dan

berkomunikasi
Komunikasi sering kali dilakukan
berdasarkan asumsi pribadi;' oleh
seorang praktiss PR. Akibatnya,
tindakan tersebut terkadang
membawa hasil yang buruk dan
tidek disarankan karena akan
berisiko “pada citra perusahaan.
Tahap ini dilewati untuk
mendapatkan jawaban pertanyaan,
“How do we do it and say it”.
Tujuan dan objektivitas yang
spesifik  harus dikaitkan  untuk
mencapai aksi dan komunikas yang
akan dilakukan oleh praktisi PR. la
harus mampu mengkomunikasikan
8
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pelaksanaan program sehingga dapat
mempengaruhi sikap publiknya yang
kemudian mendorong mereka untuk
mendukung pelaksanaan program
tersebut. Selain itu, ia juga harus
melakukan aks dan melakukan
kegiatan PR sebaik-baiknya.
Kegiatan aksi ini  merupakan
kegiatan komunikasiy selayaknya
komunikasi kelempok, komunikasi
massa, dan komunikasi
organisasional.
4. Evauas program
Cara untuk mengetahui apakah
prosesnya sudah selesai atau belum
adal ah. dengan mengadakan evauas
atas- langkah-langkah yang telah
diambil. Tujuan utama dari evaluasi
adalah untuk
keefektifitasan
keseluruhan. Pada tahap ini, ia pun
dituntut untuk teliti dan seksama
demi keakuratan data dan faktayang
telah ada. Akan tetapi, perlu diingat

mengukur

proses secara

bahwa nama tengah seorang prakitisi
PR adalah *krisis’. Oleh karena itu,
setelah selesal satu permasalahan,
tidak menutup kemungkinan untuk
mendapatkan masalah baru lagi.
Dengan demikian, tahap ini juga
sebagai acuan perencanaan di masa

mendatang. Singkat kata, “How did
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we do?” menjadi acuan dalam tahap

ini.

2. Metode Pendlitian

Metode yang peneliti pakai dalam
penelitian ini adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Proses menentukan
informan dalam penelitian ini
menggunakan.teknik purposive sampling.
Objek. penelitian adalah kegiatan Bagian
humas © Pemerintah Daerah  dalam
menginformasikan ~ kebijakan™. Peraturan
Daerah tentang Pgjak Air Tanah kepada
wgjib paak di Kabupaten Ketapang.
Instrumen pengumpulan data penelitian
ini © yaitu pedoman wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisis pada
penelitian ini  adalah reduks data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Teknik keabsahan data penelitian ini
menggunakan triangulasi sumber.

B. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Penglitian ini, membahas tentang
fungss Humas Pemerintah  Daerah
Ketapang dalam menjalankan fungsinya
khususnya menginformasikan Peraturan
Daerah Tentang Pajak Air Tanah kepada
wajib paak hotel. Seperti yang telah
dijelaskan pada Bab 1, pendliti

9
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memfokuskan penelitian ini pada fungs
humas  dalam
Peraturan Dagerah tentang Pajak Air Tanah
kepada wajib pajak hotel. Dimana dapat
kita ketahui bahwa salah satu fungsi dari
Humas Pemerintah Daerah adalah
menginformasikan  kebijakan-kebijakan
Pemerintah Daerah kepada masyarakat
yang ada di daerah. Fungsi-ini akan dapat
berjalan efektif dan™ berhasil apabila
kegiatan kehumasan dijalankan® secara
efektif pula:

Humas pemerintah daerah
Kabupaten Ketapang bertindak selaku

komunikator ‘yang menyampaikan "pesan

mengkomunikasi kan

atau informas tentang kegiatan-kegiatan,
kebijakan-kebijakan  dan
peraturan yang di keluarkan oleh
pemerintah daerah. Salah satu wadah

komunikasi yang di kelola oleh Humas

peraturan-

adalah 'dengan adanya (website) atau situs
web pemerintah. Dari hasil  penélitian,
peneliti menemukan website yang dapat
diakses melalui
http://humas.kétapang.go.id/. Daril uraian
hasil pendlitian di atas selanjutnya akan
peneliti bahas secara lebih~“mendalam
berdasarkan indikator Fungsi Humas yang
dikemukakan oleh Cultip-Center dalam
Morissan (2010:108) sebagal berikut:
1. Menentukan Masalah

Penentuan masalah dapat dipahami
sebagai langkah pertama yang sangat
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penting bagi suksesnya program humas.
Pada tahap ini, Public Relions Officer
dapat menganalisis data dan informasi
yang sudah tersedia baik di buku, jurnal,
magjalah atau sumber-sumber data dan
informasi lainnya. Istilah kerennya adalah
desk research.

Berdasarkan hasil wawancara dapat
dipahami bahwa selama diterapkannya
Peraturan Daerah "No. 13 Tahun 2011
tentang Paak Air "Tanah humas
Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam
hal 'ini sudah menginformasikan’ perda
tersebut kepada masyarakat khususnya
kepada wajib pajak hotel=~Akan tetapi
informasi  yang diberikan oleh pihak
humas  masih kurang, sehingga
pada Pendapatan Adli
Daerah (PAD) dalam pemungutan Pajak
Air Tanah di Kabupaten Ketapang.

berpengaruh

Kemudian penyuluhan yang dilekukan
oleh Humas Pemerintah Kabupaten
Ketapang kepada masyarakat khususnya
wajib pgak hotel mengenall Pgak Air
Tanah dalam Kaitannya dengan upaya agar
Pendapatan Adli Daerah (PAD) dari sektor
Pajake=meningkat. Penyuluhan yang
diberikan kepada masyarakat khususnya
wajib pgak hotel tersebut bekerja sama
dengan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang yang dilakukan di
Gedung/Aula Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten K etapang, berlangsung satu (1)
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hari dan jumlah peserta mencapa lebih
kurang 200 orang. Selanjutnya didapati
keterangan dari wajib paak hotel
dipahami bahwa ketidakperdulian wajib
paak terhadap Peraturan Pemerintah
Daerah Tentang Pajak Air Tanah ini
karena mereka mempunya anggapan
bahwa Pgak Air Tanah ini merupakan
bagian dari Pgjak Bumi_dan Bangunan
(PBB). Di samping.itu, mereka mengira
bahwa pembayaran paak ‘ar tanah ini
sudah termasuk kedalam pembayaran
Pgak #Bumi dan_ Bangunan sehingga
mereka tidake terlau  menghiraukan
peraturan daerah ini. Permasalahan ini
terjadi karema anggapan masyarakat atau
waib pajak” hotel yang salah sehingga
menimbulkan ketidakperdulian terhadap
informasi yang disampaikan oleh bagian
humas pemerintah daerah ketapang
melalui koran tersebut.

Berdasarkan penjelasan informan di
atas dapat peneliti  smpulkan . bahwa
Bagian Humas Pemerintah Daerah
Kabupaten Ketgpang sudah menentukan
masalah yang dihadapi. Masalah yang
dihadap yaitu tingkat pengetahtian=dan
keperdulian masyarakat tentang kebijakan
peraturan daerah kabupaten ketapang
masih kurang sehingga semua informasi
yang disampaikan oleh mereka tidak
terlalu ditanggapi oleh masyarakat. Dari
pernyataan di atas dapat diketahui bahwa
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bagian humas sudah melakukan tugas dan
fungsinya dengan baik dalam
menginformasikan  kebijakan-kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
bermasalah pada

masyarakatnya sendiri yang masih kurang

hanya sgja

perduli dengan kebijakan terebut.
2. Perencanaan dan Pelaksanaan
Program

Dalam melaksanakan perencanaan
dan penyusunan program:dapat dipahami
sebagal memberikan sikap, oprni, ide, dan
reaksi yang
kebijaksanaan. Dalam.+-ha ini  untuk

berkaitan dengan

menjalankan tugas dan fungsinya, bagian
humas Pemerintah Daerah Ketapang harus
membuat dan menyusun rencana untuk
membuat program kegiatan untuk tahun
berjalan, sehingga dalam melaksanakan
progaram tersebut sudah berpedoman
dengan rencana kerja yang telah disusun
tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut
Humas Pemerintah Daerah’ Kabupaten
Ketapang sudah berkoordinasi dengan
instans lain untuk _menyusun rencana
kerjanya““bahkan melibatkan instansi-
instansi tersebut untuk membuat rencana
program kerjanya. Hanya  sga
permasal ahan pokok yang dihadapi bagian
humas adalah tingkat  kesadaran
masyarakat yang masih rendah akan
informasi yang disampaikan oleh humas
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pemerintah daerah kabupaten ketapang
khususnya dalam penginformasian tentang
pgak ar tanah. Sehingga pendliti
simpulkan bahwa untuk penyusunan
program kerja yang dilakukan oleh Bagian
Humas Pemerintah Kabupaten Ketapang
sudah dilakukan dengan baik dimana
dalam penyusunan programnya, Bagian
Humas selalu berkoordinasi-dengan pihak-
pihak yang bersangkutan dengan kegiatan
yang akan dilaksanakan., Salah satu
instans yang dilibatkan dalam menyusun
rencana kerjanya adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Katapang khususnya
daam pelaksanaan komunikasi “untuk
menginformasikan  Peraturan  Daerah
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air
Tanah.

3. Meakukan

Berkomunikasi

Tindakan dan

Daam hal ini bagaimanakah humas
dadam | melakukan  tindakan ~ dan
berkomunikasi dalam menyebarluaskan
pajak air tanah sebagai kebijakan dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang
untuk meningkatkan pendapatan adli
daerahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa
bagian humas sudah melakukan tindakan
dan komunikasi dalam menyebarluaskan
informasi  tentang peraturan daerah
tentang paak ar tanah diantaranya

dengan memuat informasi terebut kedalam
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koran dan menguploadnya kewebsite yang
mereka miliki sehingga dengan begitu
diharapkan masyarakat khususnya wajib
paak hotel dapat mengtahui informasi
tersebut sehingga mereka dapat segera
mendaftarkan diri untuk melaporkan objek
paak yang digunakannya. Akan tetapi
masalah yang dihadapi yaitu humas
memang sudah melaksanakan fungsinya
dengan balk hanya.sga tindakan yang
dilakukan “oleh humas "tidak dilakukan
secara. berturut=turut dimana‘“dapat kita
ketahui bahwa bagian humas hanya satu
kali memuat informasi_tentang pajakrair
tanah ke dalam koran harian dan website
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang
juga masih belum diketahui=masyarakat
luas khususnya wajib pajak hetel. Untuk
membuktikan apakah bagian humas sudah
benar-benar melaksanakan  fungsinya
dalam menginformasikan pgak air tanah
ini,” peneliti mempunyai data Yyang
diperoleh dari website humas pemda
ketapang yang berbentuk gambar selain
itu “penelitit juga memperoleh data
dokumentasi berupa gambar kumpulan
koran==dari~ seluruh kegiatan pdliputan
infformasi yang dilakukan oleh Bagian
Humas Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Daam hal ini dapat dipahami bahwa
informasi sehubungan dengan Pagjak Air
Tanah dinilai kurang digunakan kepada
masyarakat.
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4. Evaluas Program

Evaluas merupakan tahapan
penilaian terhadap program dan hasil kerja
aktivitas public relations. Dalam tahap
keempat ini praktis humas harus
mempunyai keterampilan dalam menelaah
hasil-hasil yang diperoleh  dengan
menggunakan berbagal adat _.bantu,
misalnya reset mengenai pendapat umum,
reset mengenal perilaku, motivas, analisis
isi dan lain-lain

Adapun kaitan indikator keempat ini
dengan masalah “yang ada di lapangan
yaitu untuk mengetahui bagaimana proses
evaluasi program yang dilakukan oleh
Bagian Humas Pemerintah Kabupaten
Ketapang- "dadam  membahas  atau
mengevaluasi program yang telah berjalan
sehingga dapat diketahui apakah program
kerjayang telah dilaksanakan oleh bagian
humas’sudah berjalan dengan baik atau
belum dan komunikasi tentang
penyebarliasan pajak air tanah sudah
berhasil atau'belum.

Berdasarkan pernyataan informan
yang peneliti dapatkan dapat pendliti
pahami bahwa evaluas program=sudah
dilakukan oleh Bagian Humas Pemerintah
Daerah Kabupaten Ketapang contohnya
yaitu dengan mengadakan evaluasi atas
langkah-langkah yang telah diambil.
Adapun tujuan utama dari evaluasi adalah

untuk mengukur keefektifitasan proses
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secara keseluruhan. Pada tahap ini, Bagian
Humas Pemerintah Daerah Kabupaten
Ketapang pun dituntut untuk teliti dan
seksama demi keakuratan data dan fakta
yang telah ada. Akan tetapi, perlu diingat
bahwa nama tengah seorang praktis PR
adalah ‘krisis’. Oleh karena itu, setelah
selesai, satu permasalahan, tidak menutup
kemungkinanuuntuk mendapatkan masalah
baru lagi. Dengan demikian, tahap ini juga
sebaga acuan, perencanaan di masa
mendatang.

Berkaitan dengan hal tersebut
Bagian. Humas Pemerintah Daerah
Kabupaten Ketapang jugar melibatkan
Dinas Pendapatan Daerah - Kabupaten
Ketapang dalam melakukan: evauasi
program ini untuk berkerjasama dalam
menginformasikan  Peraturan  Daerah
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air

Tanah dengan tujuan dari peraturan ini

dapat  tercapa Khususnya ;' dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

Dari. keseluruhan hasil wawancara
dadam  pembahasan.” ini, peneliti
menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan
fungsi humas dalam mengkomunikasikan
Pajak Air Tanah kepada wajib pajak hotel
sudah dilakukan dengan baik hanya sgja
permasalahan pokok yang dihadapi oleh
Bagian Humas ini adalah tingkat
kesadaran wajib pajak yang masih kurang
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perduli dengan peraturan daerah tentang
pajak air tanah ini masih kurang sehingga
usaha yang dilakukan oleh bagian humas
masih belum berhasil dengan tujuan agar
masyarakat mengetahui tentang pajak air
tanah tersebut.

Berkaitan dengan pembahsan bahwa
keempat tahapan dalam fungs _himas
tersebut saling berkaitan satu sama lain.
Artinya guna mendapatkan ; hasil
maksimal, semua tahapan harus senantiasa
dilalui/dilaksanakan dengan baik. . Setiap
tahap dalam program‘kerja Bagian Humas
Pemerintah Daerah Kabupaten Katapang
itu, sama pentingnya bagi terlaksananya
suatu program Humas Pemerintah yang
efektif.

SIMBULAN

Berdasarkan apa yang melatar
belakangi penelitian ini seperti yang telah
dijelaskan pada Bab | (satu) kemudian
dijelaskan kembali berdasarkan deta-data
di lapangan pada Bab V (lima) maka
dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian
Fungss Humas Pemerintah Daerah
Kabupaten Ketapang dalam
Menginformasikan Kebijakan Peraturan
Daerah Tentang Paak Air Tanah Di
Kabupaten Ketapang adalah sebagai
berikut:
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a. Bagian Humas Pemerintah Daerah

Kabupaten Ketapang daam
menentukan masalah, pada tingkat
kesadaran wajib pagak khususnya
Hotel yang masih kurang
memperdulikan tentang kebijakan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten K etapang tentang
Pajak "= Air tanah sehingga
mempengaruhi=., Pendapatan Adli
Daerah (PAD) Kabupaten K etapang.

. Pada pelaksanaan pereneanaan dan

penyusunan program sudah
dilaksanakan oleh- Bagian Humas
Pemerintah  Daerah— Kabupaten
Ketapang sesuai dengan program
Dispenda dalam menerapkan Pagjak
Air Tanah kepada Wajib Pajak di
Daerah Kabupaten K etapang.

Bagian Humas Pemerintah Daerah
Kabupaten Ketapang daam
melakukan aksi dan komunikasi
masih  kurang optimal, dimana
tindakan komunikasi yang dilakukan
tidak "secara rutin' dikarenakan
banyak kegiatan-kegiatan lain yang
Bagian Humas lakukan selain
penginformasian tentang Pajak Air
Tanah.

. Bagian Humas Pemerintah Daerah

Kabupaten Ketapang sudah
melakukan evauas tentang
penginformasian Pgjak Air Tanah
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yang dilakukan oleh Bagian Humas
Pemerintah Kabupaten Ketapang
kepada Wajib Pgjak telah bersinergi
dengan Dispenda, tetapi pelaksanaan

evaluas ini masih kurang optimal.

IMPLIKASI

Implikass  atal’ dampak ; dari
penelitian yang-telah Peneliti |aksanakan
di bagian® humas Lpemerintah _daerah
Kabupaten Ketapang pada permasalahan
fungss humas®dalam menginformasikan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011,
terbagi menjadi 2 (dua). Yaitu dampak
terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat
teoritis terutama dalam fungsi humas
pemerintah daerah dalam melaksanakan
fungsinya  dalam mempublikasikan
informasi-informasi yang ada di daerah.
Dampak' bagi ilmu pengetahuan yang
bersifat teoritis adalah sebagai- bahan
kajian tambahan dalam bidang kehumasan
sebagal lembaga pemerintahan Yyang
berfungsi sebagai. penyampai informasi
dan memberikan pemahaman™-kepada
masyarakat.

Penelitian ini  diharapkan mampu
memberikan masukan bagi Bagian Humas
Seketeriat Daerah Kabupaten Ketapang
agar dapat memperbaiki kualitas kinerja

humas daam menjaankan fungsinya
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dalam melaksanakan kegiatan publikas
dan komunikasi kepada bagian lain yang
dibawahi oleh Asisten Satu Pemerintahan.
Selain itu hasil penelitian ini juga
diharapkan dapat menambah wawasan
para pembaca sehingga ikut sama-sama
membangun penelitian serupa dengan
sudut., pandang berbeda  sehingga
penelitian tentang Fungs Bagian Humas
Dalam M elaksanakan
Pemerintahan di Lingkimgan Seketariat
Daerah Kabupaten Ketapang..ini terus

Komunikasi

berkembang ke arah yang lebih baik lagi
difmasa yang akan datang.

SARAN

Berikut adalah saran-saran yang
disampaikan:

1. Bagian humas Pemerintah Daerah
Kabupaten sebaiknya
menginformasikan Peraturan Daerah
Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah lewat
media massa lain seperti radio, televis

K etapang

sepemasangan spanduk dan media-
media lainnya yang dapat membantu
menginformasikan Peraturan Daerah
tersebut.

2. Perencanaan dan penyusunan program
seperti, pembuatan website,
penambahan tim kegiatan peliputan,
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penambahan fasilitas camera, melihat informasi tersebut dihari
handycam, computer, dan kendaraan berikutnya.
operasional harus terlaksana agar
humas Pemerintah Daerah Kabupaten
Ketapang dalam menjalankan
fungsinyalebih efektif.

3. Tindakan publikas dan komunikasi
harus lebih sering dilakukan-~0leh
bagian humas Pemerintah Daerah dengans, kegiatan yang telah

KETERBATASAN PENELITIAN

Berikut adalah keterbatasan selama
peneliti melaksanakan penelitian:
a™Sulitnya memperoleh data berkaitan

Kabupaten Ketapang dalam dilaksanakan “eleh Bagian Humas

menginformasikan Pgjak Air Tanah.

. Bagianshumas harus rutin melakukan
evaluasi prograf khususnya dalam
menginformasikan Pajak Air Tanah
dan juga“dalam memperbaiki ‘setiap
kegiatan... penyebarluasan informasi
kepada ~masyarakat, agar bagian
humas  mengetahui kendala dan
masalah yang sering terjadi dalam
mel aksanakan kegiatan kehumasan.

. Bagian Humas Pemerintah Kabupaten
Ketapang harus  memperbaharui
infformasi  tentang pagak air tanah
tersebut ‘agar informasi tersebut dapat
diketahui “olen masyarakat yang
membukan website ini kemudian juga
humas harus memuat alamat“website
ini kedalam koran harian ketapang
serta memuat secara rutin infromasi
tentang peraturan daerah tentang pajak
ar tanah ini secara rutin agar
masyarakat yang tidak membaca koran
pada hari yang berkenaan dapat

MUHAMMAD DANI RIDWAN, NIM. E42012103
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Pemerintah Kabupaten Ketapang
khususnya! pada kegiatan. publikasi
dan komunikasi tentang Pajak Air
Tanah. Dikarenakan Bagian Humas
masih  belum bisa= sepenuhnya
bersifat terbuka terhadap informasi
yang dimiliki, sehingga penéliti
harus melakukan pendekatan intensif
agar dapat memperoleh [data
berkaitan dengan masaah | yang
diteliti.

. Keterbatasan waktu penelitian yang

dilaksanakan pendliti yang hanya
diberikan waktu selama 12 hari hal
ini ‘mengakibatkan peneliti kesulitan
memperoleh jawaban yang lebih
dalam  berkaitan dengan masalah
yang terjadi di Bagian Humas
Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Ketapang.

. Tidak tersedianya arsip desa

meyangkut data-data yang
diperlukan sehingga peneliti merasa
16
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kesulitan daam memperoleh data
sebagai pendukung guna
memecahkan masalah yang peneliti
teliti.
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